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Gugatan Ratu Hemas Terkait Dualisme Kepemimpinan DPD Segera Diputus MK 

Jakarta, 30 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan melaksanakan sidang Pengucapan Putusan terhadap 

perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Periode 2014-2019 terhadap Lembaga DPD Periode April 2017–September 2019 pada Selasa (30/4), pukul 13.30 

WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 1/SKLN-XVII/2019 ini diajukan oleh dua pimpinan dan 

satu anggota Lembaga DPD RI Periode 2014-2019, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Farouk Muhammad, dan 

Nurmawati Dewi Bantilan (Pemohon) terhadap Lembaga DPD RI Periode April 2017–September 2019 yang diwakili 

oleh Oesman Sapta Odang (OSO) selaku Ketua DPD RI, Nono Sampono selaku Wakil Ketua I, dan Darmayanti 

Lubis selaku Wakil Ketua II (Termohon).  

Sebelum diputus, perkara tersebut telah disidangkan MK sebanyak dua kali, yaitu pada Senin (21/1) dengan 

agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan pada Rabu (6/2) dengan agenda Perbaikan Permohonan. 

Melalui permohonannya, para Pemohon menjelaskan bahwa DPD sedang bersengketa dengan dirinya sendiri oleh 

karena kewenangan yang dinilai Pemohon terjadi pengambilalihan secara tidak sah. Pengambilalihan kewenangan 

ini didasarkan pada perubahan tata tertib internal DPD. Penerapan tata tertib tersebut diakui Pemohon telah 

menghasilkan kepemimpinan lain di dalam tubuh DPD yang dalam permohonan Pemohon disebut sebagai 

Lembaga DPD RI Periode April 2017–September 2019 yang saat ini dipimpin oleh OSO. Pemohon menjelaskan 

bahwa lahirnya Lembaga DPD RI Periode 2014–2019 merupakan hasil proses konstitusional, yang didasarkan 

pada hasil Pemilu 2014. Merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung (MA) 20/P/HUM/2017 yang ditindaklanjuti 

melalui Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 12/PIMP/III/2016-2017, masa jabatan Pimpinan DPD RI adalah 5 

(lima) tahun. Dengan demikian, Pemohon beranggapan seharusnya tidak muncul pimpinan baru dalam periode 

tersebut atau hal tersebut dapat disamakan sebagai pengabaian terhadap putusan MA. 

Menanggapi permohonan Ratu Hemas dkk., dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Senin 

(21/1/) lalu, Ketua Panel Hakim Konstitusi Aswanto meminta Pemohon memperjelas alasan permohonannya 

sehingga persoalan dualisme kepemimpinan tersebut semakin terlihat sebagai sengketa kewenangan lembaga, 

bukan sekadar persoalan personal para Pemohon terhadap para Termohon. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Arief 

Hidayat meminta Pemohon memperkuat alasan mengapa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam 

menyelesaikan sengketa tersebut. 

Pada Rabu (6/2), Kurniawan selaku Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan, 

salah satunya kasus konkret terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi atau lembaga tinggi dengan kewenangan 

serupa di berbagai negara dalam memutus perkara SKLN. Kurniawan juga menerangkan bahwa MK merupakan 

jalan terakhir bagi Pemohon guna memperoleh kejelasan terkait perkara tersebut. Hal tersebut diungkapkannya 

sehubungan dengan ditolaknya perkara tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. (Raisa) 
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